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ABSTRAK 

Oleh: 

ANANDA GANDA PRATAMA 

1902031001 

 

Penelitian kali ini difokuskan pada Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 

Terkait Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan 

Sosial di Kecamatan Rumbia kemudian di tinjau menggunakan perspektif 

Maqashid Syariah. Maqashid Syariah merupakan tujuan utama yang menjadi cita-

cita utama kemaslahatan Masyarakat/Umat dari sebuah penetapan hukum yang 

ditetapkan oleh pembuat hukum (pengampu kebijakan). Maqashid Syariah 

dibatasi agar menjaga lima hal (dharuriyyah al-khamsah) yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Maqashid 

Syariah terhadap Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 Terkait Penundaan 

Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan Sosial di Kecamatan 

Rumbia. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bersifat Deskriptif 

Kualitatif melalui Wawancara dan Dokumentasi. Pengumpulan Data pada 

Penelitian kali ini menggunakan metode Wawancara dan Observasi dilapangan. 

Adapun yang menjadi Suubjek Penelitian kali ini adalah; Pemerintahan 

Kecamatan Rumbia (Camat, Sekcam, Kasi Kesejahteraan Rakyat) dan Warga 

Masyarakat Kecamatan Rumbia. 

Hasil Penelitian  ini menunjukan bahwa Implementasi Perpres No 33 tahun 

2022 Terkait Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau 

Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah 

dalam hal Penjagaan Jiwa (Hifz h an-nafs). Mengingat Implementasi Perpres No 

33 tahun 2022 Terkait Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial 

atau Bantuan Sosial di Kecaamatan Rumbia bertujuan untuk mensukseskan 

kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang berimbas pada Kesehatan Umat (Hifz h an-

nafs) 

 

Kata Kunci: Tinjauan, Maqashid Syariah, Implementasi  
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“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hasil 

dari meninjau, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan 

sebagainya).1 Tinjauan merupakan pandangan atau pendapat terhadap 

sesuatu yang telah di selidiki atau dikaji. Implementasi adalah pelaksanaan 

atau penerapan.2 Implementasi dapat dikatakan suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara sistematis dan 

terperinci.  

Maqashid Syariah adalah Kandungan suatu nilai yang menjadi tujuan 

penetapan suatu hukum.3 Sederhanya Maqashid Syariah merupakan tujuan 

utama yang menjadi cita-cita utama kemaslahatan Masyarakat/Umat dari 

sebuah penetapan hukum yang sesuai dengan Syariah. Sesuai dengan 

pendapat ‘Izz ibn ‘Abd al-Salam ia menekankan konsep Maslahat dalam 

bentuk menolak kerusakan dan menarik manfaat.4 Sebagaimana menurut 

para ulama Maqashid Syariah dibatasi agar menjaga lima hal (dharuriyyah 

al-khamsah) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.5 Sehingganya 

 
1 Kamus. 2016. Pada KBBI Daring di unduh pada 7 maret 2023, dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan 
2 Kamus. 2016. Pada KBBI Daring di unduh pada 7 maret 2023, dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi 
3 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid al- Syariah dalam hukum islam,” Sultan Agung No 

118/januari,2009,8. 
4 Musolli, “Maqashid Syariah:Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer”,At-

Tura No.4 Agustus2018, 12. 
5 Sutisna et al., Panorama Maqashid Syariah (Media Sains Indonesia:Bandung, 2020), 69. 
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dalam penerapan suatu kebijakan harus memperhatikan kemaslahatan umat 

dan menjauhkan Kemafsadatan (kerusakan) sebagai target suatu kebijakan.  

Covid-19 merupakan penyakit yang mewabah hampir di seluruh 

Dunia. Di Indonesia sendiri Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional 

hal ini merujuk pada Ketetapan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.6 Untuk menanggulangi Covid-19 

yang mewabah di Indonesia. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan 

yang salah satunya yaitu Vaksinasi Covid-19. Dasar hukum pelaksanaan 

Vaksinasi Covid-19 ialah Perpres Nomor 33 tahun 2022 Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin 

dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19).7 

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan Pemerintah kepada 

masyarakat kurang mampu secara ekonomi, baik bantuan Berupa Tunai 

Ataupun Barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di 

Lingkungan Kementerian Sosial, Bantuan Sosial merupakan Bantuan 

berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau 

 
6 Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam 

penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19) sebagai bencana Nasional. 
7 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 20202. 
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masyarakat yang kurang mampu, tida k mampu atau renta n terhada p risiko 

sosia l.8 

Pada Perpres No. 33 tahu n 2022 dala m Pasa l 13A ayat 4 dikataka n 

bahwa “Setia p orang yang ditetapka n sebagai sasara n penerima Vaksi n 

Covid-19 tetapi tida k mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenaka n 

sanksi (administratif) diantaranya;9 

a. Penundaa n atau penghentia n pemberia n Jamina n sosia l atau Bantua n 

Sosia l, 

b. Penundaa n atau penghentia n layana n administrasi pemerintaha n 

dan/atau, 

c. Denda. 

Dala m poi n (a) Pasa l 13A ayat 4 Perpres No. 33 Tahu n 2022 di 

kataka n setia p orang aka n dikenaka n sanksi penundaan/penghentia n 

jamina n sosia l atau bantua n sosia l apabila tida k mengikuti Vaksinasi 

Covid-19. Ha l tersebut selaras denga n Pelaksanaa n Vaksinasi Covid-19 di 

Kecamata n Rumbia, Berdasarka n hasi l Wawancara dilapanga n denga n 

Camat Kecamata n Rumbia, bahwasanya di Kecamata n Rumbia Sertifikat 

Vaksinasi Covid-19 harus dijadika n syarat untu k warga Kecamata n Rumbia 

dala m mengakses layana n administrasi publi k, utamanya terkait Bantua n 

Sosia l atau Jamina n Sosia l.10 

 
8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran 

Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial Pasal 1 Ayat 1 
9 Ibid Pasal 13A ayat 4 
10 Wawancara dengan Eri Leonara, S.Pd., tanggal 28 Februari 2023 di Kantor Kecamatan 

Rumbia. 
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Selaras denga n itu berdasarka n hasi l wawancara sala h satu Warga 

Desa Rukti Basuki Kecamata n Rumbia Ibu Yuni mengataka n dirinya suda h 

tida k mendapatka n Bantua n Sosia l utamanya PK H (Progra m Keluarga 

Harapan) setela h dirinya tida k mengikuti progra m Vaksinasi Covid-19.11 

Kemudia n nene k Ruqaya h mengataka n dirinya tida k mendapatka n Bansos 

BLT BB M atau sejenis padaha l banya k warga yang lebi h mampu namu n 

mendapatka n bantua n tersebut.12 Ibu Mia Madina Warga Kacamata n 

Rumbia ketika aka n mengambi l BLT BB M (Baha n Bakar Minyak) namu n 

dirinya belu m Vaksi n (Vaksi n Booster) dirinya dicega h ole h petugas 

pelayana n BLT BBB M agar melakuka n Vaksi n Booster terlebi h dahulu 

jika dirinya ingi n BLT BB M nya diberika n. Sehingganya banya k 

Masyarakat mau tida k mau melaksanaka n Vaksinasi Covid-19 sebagai 

syarat utama pengambila n BLT BB M.  

Padaha l meruju k pada pasa l 28 H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 

denga n tegas menyataka n “Setia p orang berha k atas jamina n sosia l yang 

memungkinka n pengembanga n dirinya secara utu h sebagai manusia yang 

bermartabat”.13 

Berdasarka n uraia n permasalaha n diatas Peneliti tertari k meneliti 

permasalaha n kali ini. Ha l ini aka n peneliti susu n sebagai Skripsi denga n 

judu l “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian 

 
11 Wawancara dengan Mia Madina, tanggal 28 Februari 2023 di Rumah Mia Madina. 
12 Wawancara dengan Nenek RUqayah, tanggal 28 Mei 2023 di RumahNenek Ruqayah. 
13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat 3. 
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Pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Lampung Tengah” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasar uraia n Latar Belakang Permaslaha n di atas, maka 

permasalaha n yang aka n peneliti bahas adala h  “Bagaimana Tinjaua n 

Maqashid Syaria h terhada p Implementasi Peratura n Preside n Nomor 33 

tahu n 2022 terkait Penundaa n atau Penghentia n pemberia n Jamina n Sosia l 

atau Bantua n sosia l di Kecamata n Rumbia Kabupate n Lampung Tengah?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujua n Penelitian 

Adapu n yang menjadi tujua n Peneliti pada penelitia n kali ini 

iala h untu k mengetahui Tinjaua n Maqashid Syaria h terhada p 

Implementasi Peratura n Preside n Nomor 33 tahu n 2022 terkait 

Penundaa n atau Penghentia n Pemberia n Jamina n Sosia l atau Bantua n 

sosia l di Kecamata n Rumbia Kabupate n Lampung Tengah” 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitia n pada Penelitia n kali ini diantaranya; 

a. Manfaat Teoritis 

Merupaka n tambaha n referensi bagi penelitia n yang aka n 

datang khususnya terkait Implementasi Peratura n Preside n 

Nomor 33 tahu n 2022 terkait Penundaa n atau Penghentia n 

pemberia n Jamina n Sosia l atau Bantua n sosia l di Kecamata n 
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Rumbia Kabupate n Lampung Tenga h yang ditinjau 

menggunaka n perspektif Maqashid Syaria h. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai baha n kajia n untu k piha k terkait utamanya 

(pengampu kebijakan) dala m ha l pengambilan/penetapa n 

sebua h kebijaka n dimasa yang aka n datang. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitia n Releva n merupaka n uraia n sistematis/tersusu n mengenai 

hasi l penelitia n terdahlu (Prior Research) mengenai persoala n yang aka n 

diteliti/dikaji.14 

1. Skripsi Muhammad Muhlis Qamal/ 11160430000041:(2022), UI N 

Syarif Hidayatulla h Jakarta, Fakultas Syaria h da n Huku m, denga n 

judu l “Tinjaua n Konse p Maslaha h Mursala h Terhada p Vaksinasi 

Covid-19 di Masa Pandemi k dala m Fatwa MUI”15. 

Skripsi ini membahas tentang penetapa n Vaksinasi Covid-19 

dilatar belakangi akibat keadaa n yang darurat, yaitu keadaa n Pandemi 

Covid-19. Denga n catata n Vaksi n yang digunaka n harus mengandung 

bahan-baha n yang hala l. Kemudia n melihat efe k yang ditimbulka n 

Covid-19 maka, berdasar konse p Maslaha h (pemeliharaan) maka 

denga n tujua n kemaslahatan/kebaika n umat Vaksinasi yang bertujua n 

memelihara Umat dari kerusaka n diperbolehka n bahka n dala m 

 
14  Zuhairi, et al.,Pedoman penulisan skripsi (Metro:IAIN Metro, 2018),52. 
15  Muhammad Muhlis Qamal, “Tinjauan Konsep Maslahah Mursalah Terhadap Vaksinasi 

Covid-19 Di Masa Pandemik Dalam Fatwa Mui” (Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2022) 
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penelitia n tersebut (Fatwa MUI) dihukumi wajib. Kemudia n melihat 

perbedaa n penelitia n terdahulu denga n Penelitia n kali ini aiala h 

penelitia n terdahulu memandang kebijaka n Vaksinasi Covid-19 

menggunaka n perspektif Maslaha h Mursala h berbeda denga n 

penelitia n kali ini iala h menggunaka n Maqashid Syaria h sebagai 

sudut pandang dala m mengkaji penetapa n Kebijaka n Vaksinasi 

Covid-19. Kemudia n adapu n persamaa n kedua penelitia n kali ini 

iala h sama-sama menjadika n penetapa n kebijaka n Vaksinasi Covid-

19 sebagai obje k penelitia n. 

Kesimpulannya adala h penelitia n tersebut membahas tentang 

wajibnya Vaksinasi Covid-19 ditinjau menggunaka n konse p 

Maslaha h Mursala h. Berbeda denga n penelitia n kali ini yang 

membahas Pelaksanaa n (kebijaka n, penerapa n, hasi l dari vaksinasi) 

da n ditinjau menggunaka n perspektif Maqashid Syaria h, yaitu 

berfokus pada tujua n penetapa n suatu Kebijaka n. 

2. Skripsi Arisqi Sepwidiyanti/1821020408: (2022), UI N Rade n Inta n 

Lampung, Fakultas Syaria h, denga n judu l “Tinjaua n Fiq h Siyasa h 

Terhada p Implementasi Peratura n Preside n Nomor 14 Tahu n 2021 

Tentang Perubaha n Atas Peratura n Preside n Nomor 99 Tahu n 2020 

Tentang Pengadaa n Vaksi n Da n Pelaksanaa n Vaksinasi Dala m 
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Rangka Penanggulanga n Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas 

Kesehata n Kota Bandar Lampung)”.16 

Skripsi tersebut membahas implemetasi Perpres No. 14 tahu n 

2021 Penelitia n tersebut membahas Norma tentang pendataa n terkait 

sasara n penerima Vaksinasi Covid-19 di Bandar Lampung ole h Dinas 

Kesehata n Bandar Lampung. Ha l tersebut kemudia n di tinjau 

menggunaka n perspekti Fiqi h Siyasa h. 

Berbeda denga n penelitia n kali ini yang meninjau Perpres No 

33 tahu n 2022 yang merupaka n perpres perubaha n dari Perpres No. 

14 tahu n 2021. Kemudia n juga Norma yang dijadika n bahasa n utama 

merupaka n Sanksi administratif berbeda denga n penelitia n 

sebelumnya yang meneliti Norma terkait Pendataa n sasara n Vaksinasi 

Covid-19 yang terdapat pada perpres tersebut. 

Kesimpulannya kedua penelitia n tersebut memiiki kesamaa n 

dala m ha l implemesntasi Regulasi terkait Vaksinasi Covid-19. Hanya 

berbeda fokus Norma yang dibahas kemudia n ditinjau menggunaka n 

perspektif yang berbeda.  

3. Jurna l Sosioedukasi yang berjudu l “Implementasi Peratura n Presid n 

Nomor 99 tahu n 2020 tentang Pengadaa n da n Pelaksanaa n Vaksinasi 

 
16 Arisqi Sepwidiyanti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 

2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Covid-19 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)” (Lampung:Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022) 
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Covid-19 di Kecamta n Lintau Buo” ditulis ole h Silvia Sukma Sari 

da n Nora Eka Putri (2022).17 

Jurna l tersebut mengkaji tentang Implementasi Perpres No. 99 

tahu n 2020 tentang Pengadaa n da n Peaksanaa n Vaksinasi Covid-19 

di Kecamata n Lintau Buo. Penelitia n tersebut mengkaji Perpres No 99 

tahu n 2020 secara umu m tentang penyuksesa n Vaksinasi Covid-19 di 

suatu wilaya h yaitu Kecamata n Lintau Buo. Jurna l tersebut 

menggunaka n 6 indikator sebagai tola k ukur implementasi 

diantaranya; Standard da n Sasara n kebijaka n, Sumber daya, 

Hubunga n antar Organisasi, Karakteristi k age n pelaksana, Kondisi 

Sosia l, Ekonomi, Politi k, da n Disposisi Implementor. Dari beberapa 

Indikator tersebut memperole h Kesimpula n Implementasi Perpres No. 

99 tahu n 2020 di Kecamata n Lintau Buo pada Vaksi n taha p 1 da n 2 

suda h maksima l. 

Berbeda denga n Penelitia n kali ini yang membahas Perpres 

Nomor 33 tahu n 2022 Perubaha n Ketiga atas Peratura n Preside n 

Nomor 99 Tahu n 2020 tentang Pengadaa n Vaksi n da n Pelaksanaa n 

Vaksinasi dala m Rangka Penanggulanga n Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) secara khusus di satu Norma terkait Sanksi 

Penundaa n atau Penghentia n pemberia n Jamina n atau Bantua n 

Sosia l. 

 
17 Silvia Sukma Sari dan Nora Eka Putri, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 

tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamtan Lintau Buo” 

ditulis oleh Silvia Sukma Sari dan Nora Eka Putri (2022),” jurnal Sosioedukasi, vol 11, No2, 

November 2022. 
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Kesimpulannya iala h Kedua Penelitia n kali ini sama sama 

membahas Implementasi Perpres di suatu wilaya h. Hanya berbeda 

perspektif masing-masing peneliti dala m mengkaji permasalaha n. 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syariah 

Maqashid Syaria h terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Maqashid 

“suatu yang menjadi tujuan” kemudia n al-Syaria h iala h aturan-atura n 

yang tela h disyariatka n Alla h da n Rassu l  (Sunnah) yang 

mengajarka n tentang akida h da n Huku m disetia p perbuata n. 

Maqashid Syaria h merupaka n seperangkat tujua n bai k 

(kemaslahatan) yang bahwasanya disetia p huku m terdapat konse p 

kehenda k tuha n didalamnya, contoh; prinsi p Keadila n, ha k asasi, 

dsb.18 

Dari bebrapa definisi diatas Maqashid Syaria h merupaka n 

tujua n atau hasi l yang henda k dicapai dari penerapa n suatu huku m 

yang mengutakama n kepentinga n atau kebaika n Umat/Masyarakat 

luas.19 

2. Konsep Maqashid Syariah 

Meunurut Izzudi n Bi n Abdussalaa m Maqashid Syaria h 

merupaka n makna da n hikma h dala m setia p bentu k penetapa n 

huku m atau Sebagia n besarnya, sehingga tida k terbatas pada satu 

bentu k huku m saja. Sehingga masu k juga periha l sifat-sifat syariat, 

 
18 Imam Mawardi, Maqashid Syariah dalam Konsep pembaharuan fiqh pernikahan di 

Indonesia, (Surabaya:Pustaka Radja,2018),16-17. 
19 Ahmad imam mawardi, Fiqh Minoritas fiqh al-aqaliyyat dan evolusi Maqashid Syariah 

dari konsep ke pendekatan (Yogyakarta:LKIS,2010),185. 
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tujuannya yang umu m serta makna yang tida k mungki n lepas dari 

suatu syariat.  

Sebagaimana menurut para ulama Maqashid Syaria h dibatasi 

agar menjaga lima ha l (dharuriyya h al-khamsah) yaitu agama, jiwa, 

aka l, keturuna n da n harta.20 Untu k menopang kelima ha l tersebut, 

Beliau membagi tingkat kebutuha n manusia ke dala m tiga tingkata n 

yaitu; 

a) Dharuriyyah 

Menurut Izzudi n Bi n Abdussalaa m tingkata n kebutuha n 

yang harus ada dala m sebua h syaria h yaitu hifz h ad-dii n 

(menjaga agama), hifz h an-nafs (menjaga jiwa), hifz h al-aq l 

(menjaga akal), hifz h annas l (menjaga keturunan) da n hifz h al-

maa l (menjaga harta). Setia p huku m syariat bai k berupa 

akida h, ibada h, muamala h, akhla k pasti bertujua n untu k 

menjaga kelima ha l ini. 

Kemudia n apabila ha l tersebut di korelasika n pada huku m 

atau kebijaka n suatu pemerintaha n, maka di setia p huku m atau 

kebijaka n suatu pemerinta h musti memperhatika n kelima unsur 

tersebut. 

b) Haajiyah 

Haajiya h merupaka n kebutuha n yang harus ada untu k agar 

terciptanya dharuriyya h. Jika dala m penerapa n pada huku m 

 
20 Sutisna et al., Panorama Maqashid Syariah (Media Sains Indonesia:Bandung, 2020), 69. 
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atau kebijaka n pemerinta h secara umu m.21 Haajiya h dapat di 

artika n sebagai peratura n pelaksana atau peratura n turuna n 

untu k mewujudka n  Dharuriyya h. Sebagai Conto h ketika 

Pemerinta h Pusat menerbitka n Peratura n dala m ha l 

penanggulanga n Covid-19 denga n tujua n hifz h an-nafs 

(menjaga jiwa) kemudia n Pemerintaha n Daera h dibawahnya 

menerbitka n peratura n pelaksana atau Haajiya h denga n tujua n 

Hifz h an-nafs (menjaga jiwa). 

c) Tahsiiniyah 

Tahsiiniys h merupaka n kebutuha n yang dikembalika n 

kepada kebiasaa n yang bai k, akhlaq yang bai k, perasaa n yang 

sehat, sehingga umat isla m menjadi umat yang disenangi da n 

lingkungannya ena k untu k ditunggu. Tahsiniya h lebi h kepada 

sesuatu yang jikapu n ada tida k menganca m dharuriyya h, 

namu n jika tida k adapu n aka n menjadi lebi h utama serta lebi h 

menjaga kemuliaa n dari kebutuha n dharuriya h. Sederhananya 

semua dikembalika n pada adat da n istiadat yang beraku di suatu 

wilaya h. 

Maqashid asy-syaria h merupaka n maksud atau tujua n syari’ 

secara umu m dala m mendatangka n mashalat da n menghidari 

mafsadat. Beliau juga menjelaska n bahwa syariat itu ditetapka n untu k 

menola k kesulita n dari hamba, menola k ha l yang membahayaka n, 

 
21 Ibid.,70. 
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kemudia n mewujudka n maslahat bagi hamba, untu k merai h ha l yang 

bai k, da n menghilangka n yang keji, sehingga mewujudka n maslahat 

bagi manusiadi kehidupannya. 

Menurutnya mayoritas ulama kemashlahata n da n 

kemasfsadata n di kehidupa n dapat diketahui denga n aka l, karena 

menurutnya seorang yang beraka l tida k mungki n luput memandang 

sebua h kebaika n atau kemashalahata n da n menghindari sebua h 

mafsadat dala m sebua h huku m atau kebijaka n. Dari beberapa 

penjelasa n Maqashid Syaria h menurut Meunurut Izzudi n Bi n 

Abdussalaa m dapat disimpulka n bahwa Maqashid Syaria h memiliki 

tujua n utama dala m penetapa n sebua h huku m harus memperhatika n 

kemaslahata n umat sebagai tujua n utama, kemudia n menjauhka n 

mafsadat Kerusaka n. 

Kemudia n apabila dala m suatu keadaa n terdapat maslahat da n 

mafsadat secara bersamaa n dala m sebua h huku m atau kebijaka n. 

Kemudia n dirasa mendatangka n maslahat da n terhindar dari 

mafsadat, maka  wajib (harus dilakukan). Jika terjadi kondisi 

mashalat nya lebi h domina n, maka wajib diambi l da n tida k peduli 

pada mafsadat nya. Contohnya seperti keadaa n Pandemi Covid-19 

utamanya dala m ha l Vaksinasi Covid-19 bertemunya keadaa n dimana 

maslahat untu k mencapai kesehata n Masyarakat luas (hifz h an-naf), 

mafsadatnya berupa (cara pemerinta h menerapka n kebijaka n vaksi n, 
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baha n vaksi n, pasca Vaksinasi). Maka ha l tersebut wajib dilakuka n 

karena untu k menjaga dharuriyya h al-khamsa h.  

B. Konsep Implementasi 

Implementasi secara etimologi adala h pelaksanaa n atau penerapa n.22 

Implementasi merupaka n tahapa n yang bersifat Praktis yang tersusu n 

secara sistematis yang mengacu pada norma-norma bersifat teoritis. Artinya 

implementasi merupaka n suatu tindaka n atau pelaksanaa n dari sebua h 

rencana yang suda h disusu n secara sistematis da n terperinci. Kemudia n 

Implementasi Huku m adala h pelaksanaaa n dari suatu Norma atau Peratura n 

perundanga n dala m keadaa n konkrit atau sebenarnya, yang mengacu pada 

Huku m sebagai Solle n (Norma yang menjadi tujuan). Berikut beberapa 

pendapat ahli terkait konse p Implementasi; 

1. Menurut Nurdin Usman 

Implementasi iala h bermuara pada aktivitas, aksi, tindaka n, atau 

adanya mekanisme suatu siste m, implementasi buka n sekedar 

aktivitas, tapi suatu kegiata n yang terencana untu k mencapai suatu 

tujua n. 

2. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti 

Implementasi pada intinya adala h kegiata n untu k 

mendistibusika n atau menerapka n kebijaka n (to deliver policy output) 

yang dilakuka n ole h Impelemntor (yang mengimplementasikan) 

 
22 Kamus. 2016. Pada KBBI Daring di unduh pada 7 maret 2023, dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi 
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kepada sasara n sebagai upaya untu k mewujudka n suatu huku m atau 

kebijaka n. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulka n Implementasi 

merupaka n tahapa n Praktis (penerapan) dari sebua h Huku m atau Kebijaka n 

yang mengacu pada Hukum/Kebijaka n sebagai Norma Ideaa l (Sollen). 

 

C. Bantuan Sosial 

Berdasarka n Peratura n Menteri Sosia l Republi k Indonesia Nomor 1 

Tahu n 2019 Tentang Penyalura n Belanja Bantua n Sosia l Di Lingkunga n 

Kementeria n Sosia l, Bantua n Sosia l merupaka n Bantua n berupa barang, 

uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompo k atau masyarakat yang 

kurang mampu, tida k mampu atau renta n terhada p risiko sosia l.23 Berikut 

merupaka n jenis-jenis Bantua n Sosia l di bawa h lingku p Kementria n Sosia l 

(Kemensos); 

1. Program Keluarga Harapan (PKH) 

Progra m Keluarga Harapa n (PKH) adala h progra m pemberia n 

bantua n sosia l bersyarat kepada Keluarga Miski n (KM) yang 

ditetapka n sebagai keluarga penerima manfaat PK H. Melalui PK H, 

penerima manfaat didorong untu k memiliki akses da n memanfaatka n 

 pelayana n sosia l dasar kesehata n, pendidika n, panga n da n gizi, 

perawata n, da n pendampinga n, termasu k akses terhada p berbagai 

 
23 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran 

Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial Pasal 1 Ayat 1 
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progra m perlindunga n sosia l lainnya yang merupaka n progra m 

komplementer secara berkelanjuta n.24 

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

BPNT diberika n kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

yaitu keluarga denga n kondisi ekonomi 25% terenda h di daera h 

pelaksanaa n.25 Penyalura n bantua n sosia l secara no n tunai kepada 

masyarakat dinilai lebi h efisie n, tepat sasara n, tepat jumla h, tepat 

waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Selai n itu, penyalura n 

bantua n sosia l no n tunai juga dapat membiasaka n masyarakat untu k 

menabung karena pencaira n dana bantua n dapat mereka atur sendiri 

sesuai kebutuha n. 

Untu k menyalurka n bantua n sosia l no n tunai ini, diawali 

denga n pendaftara n peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 

dilakuka n ole h Kementeria n Sosia l (Kemensos). 

3. BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BST (Bantuan Sosial Tunai) 

Bantua n Sosia l Tunai (BST) adala h bantua n yang bersumber 

langsung dari Kemensos Republi k Indonesia yang aka n diberika n 

kepada masyarakat meruju k pada Data Terpadu Kesejahteraa n Sosia l 

(DTKS).26 Sedangka n Bantua n Langsung Tunai (BLT) adala h 

 
24 Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, “ Program Keluarga Harapan 

(PKH),” dalam https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh diunduh pada 16 Februari 

2023.  
25 Otoritas Jasa Keuangan, “ Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” dalam 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471 diunduh pada 16 februari 2023.  
26 S. Dian Andryanto, “Perbedaan Bansos BLT dan BST, Bagaimana Syarat 

Mencairkannya?” dalam https://nasional.tempo.co/read/1488527/perbedaan-bansos-blt-dan-bst-

bagaimana-syarat-mencairkannya diunduh pada 16 Februari 2023. 

https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471
https://nasional.tempo.co/read/1488527/perbedaan-bansos-blt-dan-bst-bagaimana-syarat-mencairkannya
https://nasional.tempo.co/read/1488527/perbedaan-bansos-blt-dan-bst-bagaimana-syarat-mencairkannya
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bantua n yang berasa l dari alokasi dana desa pada Anggara n 

Pendapata n Belanja Desa (APBDesa) yang aka n diberika n ole h 

pemerinta h kepada masyarakat yang kehilanga n mata pencaharia n 

karena pandemi k virus corona atau Covid-19. 

4. Bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

Bantua n UMK M merupaka n bantua n langsung tunai (BLT) 

pada masa Pandemi Covid-19 yang diberika n kepada pelaku UMK M 

hampir diseluru h Indonesia. Bantua n ini melibatka n dua (2) yakni; 

Kementria n Koperasi da n UK M denga n Kementria Sosia l. Kemudia n 

disalurka n melalui Pemerintaha n Daera h secara hierarkis sehingga 

sampai ke Masyarakat. 

  

D. Vaksinasi Covid-19 antara Hak dan Kewajiban 

Covid-19 merupaka n satu dari berbagai Kebijaka n yang pemerinta h 

terbitka n dala m ha l penanga n da n penanggulanga n Covid-19. Berbicara 

soa l Covid-19 ta k luput berbicara terkait Vaksinasi Covid-19 yang menjadi 

polemi k yaitu Vaksinasi Covid-19 antara ha k atau kewabjiba n yaitu, ha k 

sebagai individu atau kewajiba n sebagai warga Negara. 

Ha k atas suatu kesehata n menjadi ha k yang dilindungi da n diatur 

diberbagai Instrument Huku m Internasiona l. Di Indonesia sendiri Ha k atas 

Kesehata n diatur pada UUD 1945 dala m Pasa l 28  H ayat 1 yang berbunyi 

“Setia p Orang berha k hidu p sejahtera lahir da n bati n, bertempat tingga l, 

serta menerima lingkunga n hidu p yang bai k da n sehat serta berha k 
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memperole h Pelayana n Kesehatan”.27 Dikuatka n denga n Pasa l 34 ayat 3 

berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaa n fasilitas pelayana n 

kesehata n da n fasilitas pelayana n umu m yang layak”.28 Berdasarka n 

beberapa konse p ha k yang di isyaratka n pasal-pasa l tersebut bahwasanya 

Negara harus menghotmati, memberika n, serta melindungi hak-ha k terkait 

kesehata n Masyarakat tersebut. 

Namu n dala m Pasa l 13A ayat 4 Perpres No. 33 tahu n 2022 

memberika n sanksi bagi Orang yang tela h ditetapka n sebagai penerima 

Vaksi n Covid-19, namu n tida k mengikuti progra m Vaksinasi Covid-19. 

Berupa penundaa n atau penghentia n pemberia n Jamina n Sosia l, sanksi 

administratif da n denda. Ha l tersebut jelas-jelas tida k selaras denga n pasa l 

28  H ayat 3 yang denga n tegas menyataka n bahwa jamina n sosia l 

merupaka n ha k setia p orang denga n tujua n pengembanga n dirinya da n 

martabatnya. 

Belu m lagi dala m Pasa l 41 ayat 1 UU No. 39 tahu n 1999 tentang Ha k 

asasi manusia menyataka n “Setia p warga negara berha k atas jamina n sosia l 

yang dibutuhka n untu k hidu p laya k serta untu k pengembanga n pribadinya 

secara utuh”.29 Seharusnya setia p manusia atau individu berha k secara 

mandiri da n penu h tanggung jawab untu k menentuka n pelayana n 

kesehata n yang bai k atau tepat untu k dirinya sendiri. Sesuai denga n amanat 

“UU No. 36 tahu n 2009 tentang Kesehatan” dala m pasa l 5 ayat 3 “setia p 

orang berha k secara mandiri da n bertanggu n jawab menentuka n sendiri 

 
27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 

28 Ibid,. pasal 34 ayat 3 
29 Undang-undang Nomor 39 tahun1999 tentang Hak asasi manusia pasal 41 ayat1. 



20 

 

 

pelayana n kesehata n yang diperluka n bagi dirinya”.30 Beberapa norma 

Pasa l diatas merupaka n indikasi bahwa Negara dala m Penerapa n Vaksinasi 

Covid-19 dilarang memberika n sanksi yang berkesa n memberatka n da n 

dinilai memaksaka n Pelaksanaa n Vaksinasi Covid-19. Ha l demikia n 

merupaka n suatu pelanggara n Ha k da n Kebebasa n warga negara dala m 

memili h kesehata n pribadi bagi dirinya secara individu. Namu n demikia n 

beberapa dasar huku m tersebut dijadika n dasar berdali h Masyarakat yang 

menola k pemberia n Vaksinasi Covid-19 terhada p dirinya. 

Padaha l jika dilihat dala m UU No. 4 tahu n 1984 tentang Waba h 

penyakit menular dala m pasa l 14 ayat 1 dikataka n “Barang siapa denga n 

sengaja menghalangi pelaksanaa n penanggulanga n waba h sebagaimana 

diatur dala m Undang-undang ini, dianca m denga n pidana penjara selama-

lamanya 1 (satu) tahu n dan/atau denda setinggi-tingginya R p. 1.000.000, 

(satu juta rupiah).”31 Sehingganya Norma pasa l tersebut dijadika n dasar 

pemerinta h untu k mensukseska n penangana n da n penanggulanga n Covid-

19 khususnya pelaksanaa n Vaksinasi Covid-19.  

Norma dala m pasa l tersebut mengisyaratka n bahwa seseorang yang 

menghalang-halangi pelaksanaa n penanggulanga n waba h dala m ha l ini 

Vaksinasi Covid-19 yang mengakibatka n terhambatnya proses 

penanggulanga n waba h atau pandemi, dapat dipidana karena menyangkut 

kesehata n masyarakat luas. Selaras denga n pernyataa n Sekretaris Jendra l 

Mahkama h Konstitusi  M. Guntur Hamza h, “Keselamata n rakyat, 

 
30  Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 5 ayat 3. 
31 Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular pasal 14 ayat 1. 
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keselamata n Warga jau h lebi h tinggi daripada konstitusi itu Sendiri”.32 

Sesuai denga n Asas/Prinsi p dasar Huku m “Salus Populi Suprema Lex” 

artinya Keselamata n Umum/Rakyat adala h capaia n Huku m Tertinggi. 

 
32 HUMAS MKRI, “sekjen MK, Keselamatan Warga hukum tertinggi,” dalam 

https://www.mkri.id/index.php/page=web.Berita&id=16326 diunduh pada 12 oktober 2022. 

https://www.mkri.id/index.php/page=web.Berita&id=16326


BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada Penelitia n kali ini peneliti melakuka n Penelitia n Lapanga n  

(Field Research) sebagai jenis penelitia n. Penelitia n Lapanga n iala h 

penelitia n yang dilakuka n denga n turu n ke lapanga n secara intensif, 

da n mendala m terhada p suatu obje k penelitia n kemudia n data hasi l 

tersebut di analisis denga n tujua n untu k mengetahui dampa k dari 

sebua h permasalaha n. 

Pada penelitia n kali ini peneliti aka n mengkaji bagaimana 

Implementasi Peratura n Preside n Nomor 33 tahu n 2022 terkait 

Penundaa n atau Penghentia n pemberia n Jamina n Sosia l atau Bantua n 

Sosia l di Kecamata n Rumbia Kabupate n Lampung Tenga h yang 

kemudia n di tinjau menggunaka n perspektif Maqashid Syaria h. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitia n kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif 

artinya menjelaska n secara detai l, da n terperinci permasalaha n secara 

kualitatif. Secara Kualitatif iala h melakuka n Penafsira n (Intepretasi) 

terhada p data-data yang tela h dihimpu n kemudia n di analisis untu k 

menghasilka n kesimpula n secara kualitatif.33 Sehingganya pada 

 
33 Ibid., 68. 
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Penelitia n kali ini adala h penelitia n Deskriptif Kualitatif yang aka n 

menggambarka n bagaimana Implementasi Peratura n Preside n Nomor 

33 tahu n 2022 terkait Penundaa n atau Penghentia n pemberia n 

Jamina n Sosia l atau Bantua n Sosia l di Kecamata n Rumbia 

Kabupate n Lampung Tenga h, kemudia n di tinjau menggunaka n 

perspektif Maqashid Syaria h. 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana Peneliti 

memperoleh/mendapatkan suatu data. Sumber data dibedakan menjadi 

beberapa kategori di antaranya; 

1. Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer adalah tempat dimana Peneliti memperoleh 

data secara langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dan 

observasi.34 Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian kali ini adalah Pejabat Pemerintahan Kecamatan Rumbia 

(Camat, Sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan Rakyat), 

Warga/Masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi Covid-19 dan 

Lokasi Penyaluran Bantuan Sosial. Kemudian hasil dari sumber data 

primer tersebut menghasilkan sebuah data yang disebut sebagai Data 

Primer. 

 

 

 
34 Hardani, et al., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 

2020), 247. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah Sumber Data Pendukung setelah 

Sumber Data Primer. Adapun yang menjadi Sumber Data Sekunder 

adalah buku, peraturan perundang-undanga n, kebijaka n, ensiklopedi, 

doktri n (pendapat ahli), yurisprudensi, da n data-data dari penelitia n 

sebelumnya.35 Sehingganya data yang diperoleh dari sumber data 

sekunder disebut sebagai Data Sekunder. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik yang digunakan Peneliti 

untuk memperoleh data dari sebuah Sumber Data. Adapun teknik 

pengumpulan data pada penelitian kali ini ialah; 

1. Wawancara 

Teknik Wawancara merupakan tanya jawab secara lisa n antara 

dua orang atau lebi h, yakni antara Pewawancara (Interviewer) sebagai 

penanya da n yang diwawancarai (Interviewee). Denga n tujua n 

memperole h data keperlua n Penelitia n.36 Data yang diperole h 

biasanya berupa Kejadian/Peristiwa, Kegiata n, tuntuta n, da n lai n 

sebagainya. Adapun pada penelitian kali ini yang akan di Wawancarai 

oleh Peneliti ialah; 

a) Camat Kecamatan Rumbia 

b) Sekretaris Camat Kecamatan Rumbia 

 
35 Zed Mestika, Metode penelitian kepustakaan (Jakarta:Yayasan pustaka obor 

Indonesia,2014),5. 
36 Hardani, et al., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 

2020), 138. 
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c) Kasi Kesra Kecamatan Rumbia 

d) Pegawai Puskesmas Kecamatan Rumbia 

e) Warga/Masyarakat yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-

19 

2. Observasi 

Teknik Observasi Iala h Pengamata n secara berkala kemudian 

mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terdapat di lokasi 

penelitian.37 Observasi dapat dilaksanaka n secara langsung ataupu n 

tida k langsung tergantung memungkinkan atau tidaknya Data 

diperoleh melalui Observasi secara langsung atau tidak langsung. 

Adapun yang menjadi lokasi Observasi pada Penelitian kali ini ialah 

Kantor POS Kecamatan Rumbia, karena Kantor POS Kecamatan 

Rumbia merupakan lokasi disalurkan nya Bantuan Sosial di 

Kecamatan Rumbia. 

3. Dokumentasi 

Tekni k Dokumentasi iala h teknik pengumpulan kemudian 

pengkajia n dokume n tertulis yang berkaitan dengan data-data yang 

diperlukan peneliti untuk menjawab permasalahan Penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data secara Dokumentasi biasanya Peneliti 

mengumpulkan buku, perundang-undanga n, yurisprudensi, Doktrin 

da n Jurna l kemudian dikumpulkan data-data terkait yang dapat 

menjawab pertanyaan Penelitian. 

 
37 Ibid.,123. 
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D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupaka n taha p terpenting dala m sebua h penelitia n, 

analisis diperluka n ketika mencari, mengumpulka n, kemudia n mengola h 

sebua h data sehinggaynya memperoleh sebuah Data Kesimpulan. Adapu n 

tekni k analisis data yang peneliti gunakan pada Penelitian kali ini 

diantaranya; 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpula n Data iala h proses mengumpulka n data yang 

diperole h dari beberapa Sumber Data. Kemudian dikumpulkan secara 

terstruktur dan sistematis sehingganya dapat untuk disajikan untuk 

dianalisa. 

2. Penyajian Data 

Penyajia n Data iala h penyajian data dari proses pengumpulan 

data kemudian ditampilkan data dalam bentuk tersusu n dan sistematis 

agar memudahka n peneliti menganalisis sehingganya menghasilka n 

sebua h Data kesimpula n. 

3. Data Kesimpulan  

Data Kesimpula n iala h Data yang dihasilkan dari proses 

pengumpulan data dan penyajian data, kemudian di analisis da n 

dipaparka n dala m bentu k narasi sehingganya menghasilka n sebua h 

data kesimpula n. 

 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Daerah Kecamatan Rumbia 

1. Sejarah Kecamatan Rumbia 

Kecamata n Rumbia diresmika n menjadi Kecamata n Definitif 

yaitu pada tahu n 1969 yaitu sebelu m Wilaya h Kecamata n Rama n 

Utara. Denga n Luas Wilaya h saat itu 29.429 Km2. Pada Bula n 

Agustus Tahu n 2001 dibentukla h Kecamata n Buminabung Denga n 

Camat pertama yaitu RAHADIA N, S H. Da n pada tangga l 25 Apri l 

tahu n 2007 dibentukla h kembali Kecamata n Putra Rumbia denga n 

Camat Pertama yaitu ARIFINSYA H, SI P sehingga saat ini Luas 

Kecamata n Rumbia tingga l 10.609 Km2, da n hanya 9 Kampung 

denga n luas 10.609 Km2. 

Seja k berdiri tahu n 1961 hingga saat ini Kecamata n Rumbia 

tela h dijabat ole h Camat berturut-turut sebagai berikut : 

No Nama Mulai Menjabat Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Muhyi n, PA 

A.Rifa’i Hasa n, BA 

Saidi n Mali k, BA 

Hasanuddi n, MD 

Taufi k Ansyori  

Syahabuddi n Yusuf, SH 

Haru n Zen 

Hi. Agus Alfia n Sale h, BA 

Tahu n 1969 

Tahu n 1973 

Tahu n 1975 

Tahu n 1980 

Tahu n 1983 

Tahu n 1985 

Tahu n 1987 

Tahu n 1990 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 
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Pendudu k Kecamata n Rumbia cuku p heteroge n yang hidu p 

ruku n berdampinga n dala m masyarakat. Adapu n suku-suku bangsa 

yang mendiami antara lain; Suku Lampung, Suku Jawa, Suku Bali, 

Suku Palembang, Suku Bata k da n lai n sebagainya. Kecamata n 

Rumbia saat ini memiliki jumla h pendudu k 35.936 Jiwa denga n 

rincia n pendudu k laki-laki 18.470 Jiwa, da n perempua n berjumla h 

17.450 Jiwa, denga n jumla h kepala keluarga 10.384 pada Tahu n 

2017. 

  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Syarifuddi n Sulaima n, BA 

Mudiyanto Toyib, BA 

Drs. Riva’i Danie l  

Drs. Umar Hali m Suhadan 

Ahmad Wanto, S.Sos 

Agus Hamid, S.Sos 

Syahriza, SH 

Saripudi n Alie, SE 

Soekandar Ridoea n, S.H 

Drs. Hi. Rosman 

Hi. Mustopa, SP 

Edy Purwanto,S.Sos 

Eko Meidianto, S.Pd.,MM 

Eri Leonara, S.Pd. 

Tahu n 1991 

Tahu n 1993 

Tahu n 1994 

Tahu n 1998 

Tahu n 2001 

Tahu n 2002 

Tahu n 2004 

Tahu n 2008 

Tahu n 2009 

Tahu n 2010 

Tahu n 2013 

Tahu n 2017 

Tahu n 2018 

Tahu n 2021 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 

Camat Rumbia 
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2. Visi dan Misi Kecamatan Rumbia 

a) Visi 

Terciptanya masyarakat Kecamata n Rumbia yang 

Agamis, Ama n, da n Sejahtera guna untu k mewujudka n Visi 

Lampung Tenga h. 

b) Misi 

1) Mewujudka n kerukuna n da n ketertiba n hidu p antar 

kelompo k etnis da n agama dala m masyarakat. 

2) Meningkatka n kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

bagi Aparatur Pemerinta h Kecamata n Rumbia, Kampung 

da n masyarakat Rumbia. 

3) Meningkatka n kualitas pelayana n publi k. 

4) Mengingkatka n Pera n Aktif atau Partisipasi Masyarakat di 

dala m menumbuhkembangka n semangat Gotong Royong. 

5) Menumbuhkan/mengembangka n motovasi untu k berusaha 

mandiri kepada Masyarakat. 

 

3. Letak Geografis Kecamatan Rumbia 

Kecamata n Rumbia terleta k pada 50 BT da n 105,150 LS denga n 

orbitasi jara k Ibukota Kecamata n Rumbia denga n Ibukota Kabupate n 

Lampung Tenga h (Gunung Sugih) ± 50 K m, denga n Ibukota Provinsi 

Lampung ± 99 K m. 

Batas-batas wilaya h Kecamata n Rumbia adala h sebagai berikut 

: 
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a) Sebela h Utara : Kec. Bumi Nabung da n Bandar Mataram 

b) Sebela h Selatan : Kec. Putra Rumbia 

c) Sebela h Timur : Kec. Seputi h Surabaya 

d) Sebela h Barat : Kec. Seputi h Banya k da n Kec. Way Seputih 

 

Keadaa n wilaya h Kecamata n Rumbia pada umumnya datar, 

tana h hita m da n berpasir, denga n cura h huja n 2.200 s.d 2.600 m m 

per tahu n. Jenis tana h podsolt denga n ketinggia n 225 M diatas 

pemukima n laut. Kecamata n Rumbia memiliki luas wilaya h sebesar 

106,09 KM2 denga n jumla h pendudu k 33.864 jiwa denga n kepadata n 

319 jiwa/km2. Secara administrasu Kecamata n Rumbia memiliki 8 

kampung denga n ibu kota di Kampung Reno Basuki. Luas 

penggunaa n tanah/laha n meliputi; 

a) Perkampunga n = 1.062 ha 

b) Sawa h = 1.352 ha 

c) Tegala n = 26.753 ha 

d) Kebu n Campura n = 8.631 ha 

 

4. Insfrastruktur Sarana dan Prasarana 

Peningkata n prasarana jala n merupaka n prioritas pembanguna n 

di Kecamata n Rumbia yang diarahka n untu k meningkatka n 

aksesibilitas arus barang da n jasa antar daera h bai k di dala m wilaya h 

Kecamata n Rumbia maupu n lintas Kabupate n. 
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a) Prasarana Jala n di Kecamata n Rumbia sampai denga n tahu n 

2017 adala h sebagai berikut : 

• Jala n Hotmik/Aspal : 15,375 Km 

• Jala n Penetrasi  : 7,2 Km 

• Jala n Onderlagh  : 77,3 Km 

• Jala n Tanah   : 101,9 Km’ 

 

5. Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia 

Berdasarkan hasil Wawancara dengan pegawai Puskesmas 

Kecamatan Rumbia, adapun Capaian Vaksinasi Covid-19 di 

Kecamatan Rumbia (Dosis 1) mencapai 27.256  atau sekitar 96% dari 

estimasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung 

Tengah dengan jumlah 36.608 Jiwa.38 Dengan capaian tersebut 

menjadikan Kecamatan Rumbia merupakan salah satu Kecamatan 

dengan capaian Vaksinasi Covid-19 tertinggi di Lampung Tengah. 

 

B. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Lampung Tengah 

Peratura n Preside n Nomor 33 Tahu n 2022 merupaka n Perubaha n 

ketiga atas Peratura n Preside n Nomor 99 Tahu n 2020 tentang Pengadaa n 

Vaksi n da n Pelaksanaa n Vaksinasi dala m Rangka Penanggulanga n 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perpres Nomor 33 

Tahu n 2022 menguba h beberapa Perpres diantaranya Perpres No. 50 Tahu n 

 
38 Wawancara dengan Pegawai Puskesmas Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung 

Tengah “Reni Mardiasari, A.Md.Keb.”, tanggal 15 Mei 2023 di Puskesmas Kecamatan Rumbia. 
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2021 yang sebelumnya meruba h Perpres No. 14 Tahu n 2021 yang 

sebelumnya juga meruba h Perpres 99 Tahu n 2020. 

Pada Penelitian kali ini Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia akan di paparkan menggunakan teori 

Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman yaitu Sistem Hukum dibagi 

menjadi 3 (tiga) yaitu Struktur Hukum (Legal Structure), Substansi Hukum 

(Legal Substantion), dan Budaya Hukum (Legala Culture). 

1. Implemtasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia 

Perspektif Struktur Hukum (Legal Structure) 

Struktur Hukum merupakan Stake Holder atau pihak-pihak yang 

memiliki kewenangan dalam menerapkan atau mengimplementasikan 

suatu hukum. Struktur Hukum memiliki tugas untuk menerapkan 

bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat, sehingga kemudian dapat memepengaruhi Budaya 

Hukum (Legal Culture). Dalam Penelitian kali ini pihak yang menjadi 

Struktur Hukum adalah Pemerintahan Kecamatan Rumbia. 

Pemerintahan Kecamatan Rumbia menjadikan Peratura n 

Preside n Nomor 33 Tahu n 2022 sebagai norma atau aturan dasar yang 

menjadi pegangan dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di 

Kecamatan Rumbia. Berdasarka n hasi l wawancara denga n Camat 

Kecamata n Rumbia Eri Leonara, S.Pd. beliau mengataka n bahwa 

Pemerintahan Kecamatan Rumbia bekerja sama dengan Polsek 

Kecamatan Rumbia, Koramil Kecamatan Rumbia yang kemudian 
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tergabung dalam Satgas Covid-19 dalam hal pengendalian dan 

penanggulangan pandemi Covid-19 di Kecamatan Rumbia.39 Dalam 

pasal 14 Perpres No 90 tahun 2020 dikatakan bahwa dalam 

pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kementrian Kesehatan bekerja sama 

dengan Pemerintahan Daerah. Kerjasama sebagaimana dimaksud 

meliputi:40 

a) dukungan penyediaan tenaga kesehatan; 

b) tempat vaksinasi; 

c) logistik/transportasi; 

d) gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer 

persediaan/stock piling; 

e) keamanan; dan/atau 

f) sosialisasi dan penggerakan masyarakat. 

Berdasarkan Norma pasal 14 Perpres No 90 tahun 2020 tersebut 

Pemerintah Kecamatan Rumbia melalaui Satgas Penanggulangan 

Covid Kecamtan Rumbia menyediakan tenaga kesehatan, tempat 

vaksinasi, transportasi, tempat penyimpanan Vaksin, pengamanan 

Vaksinasi, dan tenaga untuk mensosialisasikan Vaksinasi Covid-19 di 

Kecamatan Rumbia. 

Kemudian dala m Pasa l Pasa l 13A ayat 4 Peratura n Preside n 

Nomor 14 tahu n 2021 dikataka n bahwa “Setia p orang yang 

 
39 Wawancara dengan Camat Rumbia ”Eri Leonara, S.Pd., tanggal 15 Mei 2023 di Kantor 

Kecamatan Rumbia. 
40 Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi 

dalam hal Penanggulangan Pandemi Covid-19, pasal 14 ayat 2 dan 3. 
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ditetapka n sebagai sasara n penerima Vaksi n Covid-19 tetapi tida k 

mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenaka n sanksi (administratif) 

diantaranya;41 

a) Penundaa n atau penghentia n pemberia n Jamina n sosia l atau 

Bantua n Sosia l, 

b) Penundaa n atau penghentia n layana n administrasi pemerintaha n 

dan/atau, 

c) Denda. 

Norma tersebut di implementasika n Pemerintaha n Kecamata n 

Rumbia dala m mensukseska n Pelaksanaa n Vaksinasi Covid-19 di 

Rumbia. Berdasarka n hasi l wawancara denga n Camat Kecamata n 

Rumbia Eri Leonara, S.Pd. beliau mengataka n bahwa Sertifikat 

Vaksinasi Covid-19 dijadika n syarat masyarakat Rumbia dala m 

mengakses layana n pelayana n publi k di Kecamata n Rumbia 

utamanya terkait penyalura n Bantua n Sosia l.42 Kemudia n Kepala 

Seksi Kesejahteraa n Sosia l (Kasi KESRA) Kecamata n Rumbia Agus 

Saputra, S.Fi l.I. mengataka n bahwa Warga yang ingi n mengambi l 

bantua n sosia l bai k itu BLT BB M, BLT UMK M atau Bantua n Sosia l 

Sejenis, harus melakuka n Vaksinasi Covid-19 terlebi h dahulu.43 

Kemudian Berdasarka n hasi l Observasi di lokasi penelitian 

(Kantor POS Kecamatan Rumbia) peneliti menemuka n bahwa dala m 

 
41 Ibid Pasal 13A ayat 4 
42 Wawancara dengan Camat Rumbia ”Eri Leonara, S.Pd., tanggal 15 Mei 2023 di Kantor 

Kecamatan Rumbia. 
43 Wawancara dengan Kasi KESRA Kecamat Rumbia ” Agus Saputra, S.Fil.I., tanggal 19 

Mei 2023 di Kantor Kecamatan Rumbia. 
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pengambila n Bantua n Sosia l dala m ha l ini Bansos BB M. Masyarakat 

Rumbia diharuska n menunjuka n sertifikat Vaksinasi Covid-19 

bahka n denga n standar suda h Vaksi n (Booster).44 Apabila 

Masyarakat tidak/ belu m melakuka n Vaksinasi Covid-19 ole h petugas 

penyalur Bansos BB M dianjurka n untu k melakuka n Vaksinasi 

Covid-19 di stand yang suda h disediaka n. Apabila tida k atau belum 

melakukan Vaksinasi dengan standar dosis yang ditentukan maka 

Bansos BB M tersebut dilakukan penundaan. 

Kemudian berdasarkan data yang peneliti temukan denga n 

demikia n Implemtasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan 

Rumbia Perspektif Struktur Hukum (Legal Structure) Pemerintahan 

Kecamatan Rumbia melaksanakan dengan maksimal Perpres Nomor 

33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia. 

2. Implemtasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia 

Perspektif Substansi Hukum (Legal Substantion) 

Substansi Hukum (Legal Substantion) merupakan output dari 

sistem hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum dala m hal ini 

dilaksanakan oleh Pemerintaha n Kecamata n Rumbia. Substansi 

Hukum merupakan isi/inti dari sebuah peraturan perundang-undangan. 

Substansi hukum yang di implementasikan dalam Perpres No 33 

tahun 2022 di antaranya Pasa l 13A ayat 4 “Setia p orang yang 

ditetapka n sebagai sasara n penerima Vaksi n Covid-19 tetapi tida k 

 
44 Observasi Lapangan pada bulan Desember 2022 di depan Kantor POS Kecamatan 

Rumbia 
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mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenaka n sanksi (administratif) 

diantaranya;45 

a) Penundaa n atau penghentia n pemberia n Jamina n sosia l atau 

Bantua n Sosia l, 

b) Penundaa n atau penghentia n layana n administrasi pemerintaha n 

dan/atau, 

c) Denda. 

Berdasarkan hasil wawancara denga n Ibu Yuni warga desa 

Rukti Basuki Kecamata n Rumbia beliau mengataka n bahwa dirinya 

saat ini suda h tida k menerima manfaat Progra m Keluarga Harapa n 

(PKH) mulai dari Bantua n Panga n No n Tunai (BPNT), PK H (berupa 

tunai) kurang lebi h 18 bula n terakhir.46 Bahka n Bansos BB M yang 

merupaka n bantua n Sosia l diluar PK H dirinya pu n tida k menerima. 

Beliau menyampaika n bahwa bisa jadi masalahnya iala h Vaksinasi 

Covid-19 karena beliau merupaka n warga yang belu m mengikuti 

Vaksinasi Covid-19 sama sekali. 

Kemudia n Nene k Ti Warga Kecamata n Rumbia beliau 

menyampaika n bahwa dirinya perna h diberi kupo n untu k mengambi l 

BLT BB M/UMK M kemudian saat pengambilan beliau ditanya terkait 

sertifikat Vaksinasi dengan standar yang ditentukan oleh petugas 

penyalur Bansos, kemudian karna tidak sesuai dengan standar yang 

diberikan petugas tersebut (booster) maka pada saat itu Bansos yang 

 
45 Ibid Pasal 13A ayat 4 
46 Wawancara dengan Ibu Yuni, tanggal 16 Mei 2023 di Rumah Ibu Yuni. 
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bersangkutan dilakukan penundaan oleh Petugas penyalur Bansos.47 

Sampai dengan yang bersangkutan mau melakukan Vaksinasi Covid-

19 dengan standar yang ditentukan. Selaras denga n itu Nene k Suparti 

Warga Kecamata n Rumbia beliau mengataka n bahwa Bansos nya 

(BLT BB M atau sejenis) dilakukan penundaan. Penundaan tersebut 

dilakukan dengan alasan yang bersangkutan belum melakukan 

Vaksinasi Covid-19 dengan standar yang telah di tentukan. 

Ibu Mia Madina Warga Kecamata n Rumbia beliau 

menyampaika n bahwa saat pengambila n BLT BB M di Kantor POS 

beliau tida k di izinka n untu k mengambi l Bansos BB M tersebut 

dikarenaka n beliau belu m melakuka n Vaksinasi Covid-19 denga n 

dosis booster karena standar umtu k dapat mengambi l Bansos BB M 

tersebut iala h dosis 3 (boster).48 Bersamaan dengan itu Ibu Susilowati 

warga Kecamata n Rumbia menyataka n ha l yang sama bahwa tida k di 

izinka n untu k mengambi l Bansos BB M tersebut karena belu m 

melakuka n Vaksinasi Covid-19 denga n dosis 3 (booster). 

Beberapa contoh kasus diatas merupakan implementasi Perpres 

Nomor 33 tahu n 2022 di Kecamatan Rumbia perspektif Substansi 

Hukum (Legal Substantion). 

 

 

 
47 Wawancara dengan Nenek Ti, tanggal 28 Mei 2023 di Rumah Nenek Ti. 
48 Wawancara dengan Ibu Mia Madina, tanggal 19 Mei 2023 di Rumah Ibu Yuni. 
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3. Implemtasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia 

Perspektif Budaya Hukum (Legal Culture) 

Kultur Hukum merupakan budaya-budaya atau kebiasaan yang  

mempengaruhi implementasi hukum di suatu tempat. Budaya hukum 

dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 

bekerjanya hukum. Budaya Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu; Budaya Hukum Eksternal (Kebiasaan Masyarakat) dan Budaya 

Hukum Internal (yaitu budaya hukum para Struktur hukum 

diantaranya; hakim, pengacara atau penegak hukum pada umumnya). 

Dalam hal implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di 

Kecamatan Rumbia terdapat nilai-nilai yang kemudian dapat 

mempengaruhi Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di 

Kecamatan Rumbia. Di Kecamatan Rumbia Masyarakat akan patuh 

dan mengikuti hukum yang di tetapkan oleh pemerintah, selagi sesuai 

dengan nilai-nilai agama, norma sosial, dsb. Sehingganya dalam 

pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia masyarakat 

mayoritas mau mengikuti Vaksinasi Covid-19. Dengan demikian 

menjadikan capaian Vaksinasi Covid-19 Kecamatan Rumbia 

mencapai 96% (dosis 1). 

Kemudian ada juga beberapa warga di Kecamatan Rumbia tidak 

mengikuti Vaksinasi Covid-19 dikarenakan takut dengan isu-isu yang 

beredar tentang efek samping Vaksinasi Covid-19. Sehingganya 
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terdapat 5 orang yang Bantuan Sosial/Jaminan Sosialnya terkendala 

akibat tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19. 

 

C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 33 tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian 

Pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Lampung Tengah 

Maqashid Syaria h merupaka n makna da n hikma h dala m setia p 

bentu k penetapa n huku m atau Sebagia n besarnya, sehingga tida k terbatas 

pada satu bentu k huku m saja. Maqashid Syariah masu k juga perihal sifat-

sifat syariat, tujuannya yang umu m serta makna yang tida k mungki n lepas 

dari suatu syariat. Sebagaimana menurut para ulama Maqashid Syaria h 

dibatasi agar menjaga lima ha l (dharuriyya h al-khamsah) yaitu agama, 

jiwa, aka l, keturuna n da n harta. Maqashid Syaria h mengutamaka n suatu 

kemaslahata n umat sebagai unsur penting dala m penetapa n suatu 

hukum/kebijaka n. 

Terdapat beberapa perbedaa n pendapat dikalanga n ulama terkait 

uruta n susuna n al-dharuriyya h al-khamsa h. Secara umu m mayoritas ulama 

sepakat bahwa  hifz h al-di n (menjaga agama) menjadi bagia n yang harus 

diduluka n dari 4 (empat) tujua n dasar lainnya. Namu n beberapa ulama 

berbeda pendapat denga n menyataka n bahwa kemaslahata n jiwa (hifz al-

nafs) harus didahuluka n dari pada kemaslahata n agama (hifz al-din). 

Pandanga n yang kedua ini disampaika n ole h Saif al-Di n al-Amidi (631 

H/1233 M), Utsma n ib n ‘Umar al-Hajib (646 H/1249 M) da n al-Kama l ib n 
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al-Hima m (861 H/1457 M). Adapu n argumentasi dari beberpa ulama 

tersebut ialah;49 

a) Alla h tida k aka n terganggu jika hak-haknya tida k terpenuhi, namu n 

apabila hak-ha k manusia tida k dipenuhi, maka aka n membahayaka n 

kemaslahata n manusia tersebut; 

b) apabila terjadi pertentanga n (ta’arud) antara maslahat agama da n 

maslahat keselamata n jiwa, maka yang didahuluka n adala h 

kemaslahata n keselamata n jiwa. Ha l ini dibuktika n denga n 

diperbolehkannya meninggalka n sholat da n menggantinya ketika 

terjadi bencana ala m ketika sedang melaksanaka n sholat. 

Sehingganya Hifz al-nafs (menjaga jiwa) merupaka n aspe k utama 

dala m Maqashid Syaria h. Dari pengertia n diatas dapat dipahami bahwa 

penetapa n huku m atau kebijaka n yang ditetapka n pemerinta h harus 

memperhatika n lima aspe k yaitu agama, aka l, keturuna n, dan harta 

utamanya menjaga jiwa (Hifz al-nafs) yang kemudia n menciptaka n suatu 

Kemaslahata n Umat. 

Berdasarkan pemapara n Implementasi Peratura n Preside n Nomor 33 

tahu n 2022 di Kecamata n Rumbia, yang di analisis menggunakan teori 

Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman. Peneliti menghasilkan 

beberapa analisis diantaranya; 

 
49 Moch. Rafly Try Ramadhani, Zuyinatul Munadhiroh, Abu Dzarrin Al-Hamidy, 

“URGENSI VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI HIFZ AL-NAFS (Studi 

Kasus Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo)” Jurnal Penelitian, No.2/ Agustus 

2021, 263. 
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1. Implementasi Peratura n Preside n Nomor 33 tahu n 2022 

merupakan manifestasi Maqashid Syariah di Kecamatan 

Rumbia 

Maqashid Syariah merupakan suatu tujuan atau hikmah 

ditetapkannya suatu hukum atau kebijakan. Maqashid Syariah 

memiliki tujuan menjaga 5 hal (dharuriyya h al-khamsah) 

diantaranya; agama, jiwa, aka l, keturuna n, dan harta. Di 

terbitkannya Perpres No 33 tahun 2022 dalam rangka 

penanggulangan pandemi Covid-19 merupakan usaha 

pemerintah dalam hal penjagaan terhadap jiwa. 

Tujuan pemerintah dalam penerbitan Perpres No 33 tahun 

2022 bukan hanya untuk ruang lingkup Vaksinasi saja namun 

lebih luas dari itu. Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 

melakukan penjagaan terhadap agama, hal ini terlihat dari 

pemilihan jenis Vaksin. Pengampu kebijakan secara selektif 

memilih jenis dab bahan Vaksin agar terhindar dari bahan-bahan 

yang dilarang (diharamkan) oleh agama. 

Kemudian Pemerintah dengan cepat menerbitkan 

peraturan-perundangan terkait penanganan dan penanggulangan 

pandemi Covid-19. hal ini merupakan implementasi dari 

Maqashid Syariah yaitu; penjagaan terhadap keturunan, akal, 

dan harta. Implementasi dari Perpres tersebut sesuai dengan 

kaidah Maqashid Syariah yaitu ”Hukum di tetapkan untuk masa 
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kini dan masa yang akan datang”. Vaksinasi Covid-19 memiliki 

tujuan penjagaan kesehatan umat di hari ini dan kesehatan umat 

pada masa yang akan datang. 

Kemudian apabila kesehatan umat (penjagaan jiwa) 

terakomodir dengan sempurna, maka 4 (empat) tujuan 

penjagaan Maqashid Syariah yaitu penjagaan agama, akal, 

keturunan, dan harta dapat terlaksana dengan baik. Dengan 

demikian dapat peneliti simpulkan bahwasanya Implementasi 

Perpres No 33 tahun 2022 di kecamatan Rumbia merupakan 

manifestasi dari nilai-nilai yang menjadi tujuan Maqashid 

Syariah.  

2. Penjagaan Jiwa menurut Maqashid Syariah dalam 

Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 di Kecamatan 

Rumbia 

Prinsip perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan 

dan perlindungan terhadap hak hidup secara terhormat dan 

memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, 

pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan 

melukai.50 Menjaga jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah 

yakni untuk kemuliaan jiwa yaitu menjaga jiwa dari hal-hal 

yang hina, rendah, dan tamak yang biasanya mencekik leher 

manusia, mengangkat jiwa agar tidak terseret kepada hal-hal 

 
50 Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari’ah Perspektip Al-Syatibi, vol 6, No.1 (2014),42. 
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buruk yang bisa membahayakan jiwa.51 Perintah untuk menjaga 

jiwa yang merupakan bagian dari lima unsur Maqashid Syari’ah. 

Menjaga jiwa juga sama pentingnya dengan menjaga agama 

karena apabila tidak ada jiwa yang menegakkannya maka 

eksistensi agama akan hilang. 

Dalam menerapkan setiap kebijakan nya pemerintah harus 

memikirkan efek atau imbas yang di timbulkan. Begitupun 

dengan kebijakan yang di terapkan Pemerintahan Kecamatan 

Rumbia dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19. 

Utamanya penerapan pasal 13A ayat 4 terkait sanksi 

administratif yaitu pemberhentian atau penundaan pemberian 

jaminan sosial atau bantuan sosial. 

Di kecamatan Rumbia terdapat satu warga yaitu Ibu Yuni 

yang bantuan sosialnya diberhentikan karena tidak mengikuti 

Vaksinasi Covid-19. Mengingat bahwa ibu yuni merupakan 

hanya ibu rumah tangga biasa sehingga bantuan tersebut dirasa 

penting bagi keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ibu yuni beliau mengatakan Bansos tersebut sangat berarti bagi 

keluarganya. 

Berdasarakan Penjagaan jiwa menurut Ibnu Qayyim Al 

Jauziyah yaitu menjaga jiwa dari hal-hal yang membahayakan 

jiwa. Karena penghentian penyaluran bansos bisa jadi 

 
51Abdullah Asy Syamsuri Rmi” Maqashid Syari’ah Kaitannya Dengan Menjaga Jiwa 

Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah Dan As-Syatibi (Analisis Perbandingan)” (Maksar: Skripsi 

Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Maksar,2018).  
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menyebabkan keluarga ibu Yuni terganggu kestabilan bahan 

makanan nya yang kemudian dapat merusak tujuan di 

implementasikanya Perpres no 33 tahun 2022 yaitu penjagaan 

kesehatan agar terhindar dari pandemi Covid-19. 

Berdasarkan beberapa hasil analisis di atas pertanyaanya kemudia n 

iala h bagaimana tinjaua n Maqashid Syaria h terhada p Implementasi 

Peratura n Preside n Nomor 33 Tahu n 2022 terkait penundaa n atau 

penghentia n pemberia n Bantua n Sosia l atau jamina n Sosia l di Kecamata n 

Rumbia Kabupate n Lampung Tenga h. Analisis Maqashid Syaria h 

menggunaka n lima (5) aspe k diantaranaya; Agama, Jiwa, Aka l, Keturuna n, 

da n Harta yang kesimpulannya mengutamaka n Kemaslahata n Umat. 

Meruju k pada data dilapanga n Implementasi Peratura n Preside n 

Nomor 33 Tahu n 2022 terkait Penundaa n atau Penghentia n pemberia n 

Bantua n Sosia l atau Jamina n Sosia l di Kecamata n Rumbia mengandung 

mudarat (bagi beberapa orang) yang terdampa k secara langsung. Menurut 

Maqashid Syaria h suatu huku m tida k bole h di tetapka n apabila 

mengandung pada suatu mudharat atau kerusakan. Namun di Kecamata n 

Rumbia ini hanya beberapa warga saja yang terdampa k sehingganya tida k 

dapat dijadika n sebagai representasi Umat. 

Kemudia n meruju k pada Maslaha h Mursala h ditegaska n bahwa 

sesuatu yang bai k  menurut aka l denga n pertimbanga n dapat mewujudka n 

kebaika n (menjaga jiwa masyarakat) atau menghindarka n dari keburuka n 

(Pandemi Covid-19) bagi umat. Karena apa yang bai k menurut aka l da n 
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selaras denga n huku m Syara maka ha l tersebut dapat dijadika n 

pertimbanga n penetapa n kebijaka n atau huku m. 

Karena jiwa merupaka n aspe k dasar yang harus dijaga bai k menurut 

agama ataupu n menurut huku m positif. Apabila Jiwa suda h diajaga maka 

maka, agama, aka l da n harta denga n sendirinya ikut terjaga kemudian 

dapat menciptaka n kemaslahata n Umat. Dengan demikian Dalam hal 

Penghentian atau Penundaan Bantuan Sosial berdasarkan Penjagaan Jiwa 

menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah maka Peraturan Presiden No 14 tahun 

2021 tidak sesuai dengan Maqashid Syariah utamanya prinsip penjagaan 

Jiwa.  

 

  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarka n analisis hasil penelitia n diatas, maka Peneliti dapat 

meniympulkan diantaranya; 

Implementasi Peraturan Presiden No 33 tahun 2022 di kecamatan 

Rumbia khususnya (pelaksanaan Vaksinasi Covid-19) sejalan dengan 

Maqashid Syariah karena mempunyai kesamaan tujuan yakni penjagaan 

terhadap Jiwa (kesehatan), Akal, agama, harta, dan Keturunan. Sesuai 

dengan prinsip Maqashid Syariah yaitu Hukum ditetapkan untuk 

kepentingan manusia dimasa kini hingga masa yang akan datang. 

Kemudian Implementasi Peraturan Presiden No 33 tahun 2022 di 

Kecamatan Rumbia utamanya terkait kasus Ibu Yuni terkait Penundaan atau 

penghentian Bansos maka implementasi tersebut tidak sejalan dengan 

Maqashid Syariah dalam hal Prinsip Penjagaan Jiwa (Hifz Nafsh). 

Penjagaan jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah ialah menjaga jiwa dari 

hal-hal yang membahayakan jiwa. Karena efek yang ditimbulkan dari sanksi 

tersebut dapat membahayakan keluarga ibu Yuni. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dala m melakuka n penelitia n kali ini Peneliti memiliki keterbatasa n 

yaitu pada saat ini indonesia suda h masu k pada masa transisi menuju 

Endemi sehingganya menjadi keterbatasa n Peneliti untu k mencari data 

Primer untuk observasi di lokasi penelitian.  
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C. Saran 

Adapu n sara n yang dapat Peneliti berikan ialah Pelaksana kebijaka n 

harus memperhatikan dan mengawasi impact atau imbas yang di timbulkan 

dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Agar kemudian tida k terdapat 

Masyarakat yang merasa dirugikan dari kebijaka n yang tela h ditetapka n. 

Sehingganya suatu kebijaka n dapat dikatakan bijak dan sesuai dengan 

tujuannya, kemudian menciptaka n kemaslahata n Umat denga n sempurna. 
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